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BAB V 

PENUTUP 

4.3 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Upaya mengatasi hambatan penanganan pembuktian tindak pidana 

pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dilakukan melalui 

pendekatan pengawasan internal, inspektorat pengawasan, pengawasan 

penyidik dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal 

ini personil kepolisian yang diberi tugas khusus sebagai tim penyidik. 

2. Faktor penghambat penanganan pembuktian tindak pidana pada anak 

korban pencabulan di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh faktor 

substansi hukum yakni dalam hal pembuktian tindak pidana, Unit PPA 

Polres Gorontalo Kota berpegang teguh kepada alat bukti yang sah 

berdasarkan rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah 

adalah: 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 

dan 5. Keterangan Terdakwa. Sehingga hanya alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. 

Hal ini berarti bahwasanya di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diangkat 

dalam penelitian ini, jika berangkat dari pembuktian berdasarkan Pasal 

184 KUHAP, maka alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan 
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tersebut tidak dapat menjangkau pelaku untuk ditetapkan sebagai 

tersangka. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak diatur 

mengenai “pembuktian” dan “alat bukti yang sah”, sehingga terhadap 

pembuktian dan alat bukti yang sah tersebut tetap mengacu kepada 

rumusan KUHAP. Model penanganan pembuktian tindak pidana pada 

anak korban pencabulan di Kota Gorontalo berpegang pada konstruksi 

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu dengan mengunakan alat-alat bukti 

menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan 

menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan 

saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Selain 

tahapan di atas, model penanganan tindak pidana pada anak korban 

pencabulan di Kota Gorontalo bisa dilakukan dengan menerapkan 

konsep Restorative Justice. Restorative Justice bertujuan merestorasi 

kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota 

masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa 

pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang 

biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam 

proses peradilan.  Model lainnya terhadap penanganan tindak pidana 

pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dapat dilakukan 

melalui pembuktian pengujian kepada pelaku dengan tes kejiwaan oleh 

psikolog. 

5.2 Rekomendasi 
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Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan 

ini , adalah sebagai berikut : 

1. Kasus anak sebagai korban pencabulan dalam hal ini diperlukan 

pemeriksa (Penyidik/Penyidik pembantu) dapat mengadakan konsultasi/ 

meminta bantuan ahli antara lain psycholog atau psychiater tentang 

kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi, Ini merupakan 

salah satu model ideal pembuktian tindak ppada anak korban 

pencabulan di Kota Gorontalo. 

2. Penerapan upaya paksa menjadi salah satu model pembuktian tindak 

pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo. Adanya upaya 

paksa ini maka pemenuhan terhadap alat bukti yang cukup bisa 

dilakukan. Penangkapan sebagai bentuk upaya paksa penegakan hukum 

dalam sistem peradilan pidana di indonesia, sehingga upaya paksa 

diperlukan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan 

ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadinya pelanggaaran 

terhadap hukum, maka tugas penyelidiklah selaku aparat penegak 

hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan. 

3. Sebaiknya UU Perlindungan Anak diperbaiki dengan ditambahkan 

seperti Pasal 55 UU PKDRT yaitu memasukkan satu saksi korban 

ditambah suatu alat bukti yang sah cukup untuk menghukum pelaku. 
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4. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus 

diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat 

anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa 

dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya 

memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap 

orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai 

kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 

5. Upaya prepentif (pencegahan) lebih ditekankan lagi dan di 

sosialisasikan kepada masyarakat. 
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